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Hakim berbeda pendapat, mengapa tidak ?*
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Esens kehadiran MK adalah konsekuen logis konstitusional berakhirnya era daulat parlemen (politik) ke
daulat konstitusi. Era daulat parlemen ditemukan dalam ketentuan konstitus terdahulu bahwa kedaulatan
adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Mgjelisini terdiri atas anggota DPR ditambah
dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
(pasal 1 ayat (2) jo Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan).Pada Perubahan Ketiga UUD 1945,
ketentuan di atas telah berubah. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan Negara Indonesia adalah negara
hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi sehak
perubahan ketiga, kedaulatan tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai ikon puncak kekuasaan
parlemen melainkan dilaksanakan rakyat menurut konstitusi. Disinilah sgjarah ketatanegaraan Indonesia
mulai berdetak di mana segala aktifitas kekuasaan legidlatif eksekutif yudikatif dan cabang kekluasaan
lainnya harus tunduk pada daulat konstitusi.
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